
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, 

dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peranan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti 

pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh 

Penyidik Polresta Padang sudah terlaksana cukup baik terlihat dari laporan 

masyarakat yang kian Tahun menurun dan telah tersedianya sarana 

pengaduan atas keluhan masyarakat pada setiap instansi pemerintahan di 

Sumatera Barat. 

2. Terdapat kendala internal yang dihadapi dalam menindaklanjuti dugaan 

maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang, berupa 

kurangnya SDM atau Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera 

Barat yang mengakibatkan laporan masyarakat yang masuk tidak bisa 

diselesaikan dengan cepat dan praktis dalam artian membutuhkan waktu 

sedikit banyak karena overlimit tenaga kesistenan dalam menindaklanjuti 

semua laporan. Kendala Eksternal dalam menindaklanjuti terkait dugaan 

maladministrasi yang dilakukan oleh Polresta Padang, Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Barat seperti merasa bahwa Polresta Padang kurang 

kooperatif dalam melakukan kerjasama guna penyelesaian laporan 

masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, hal 

ini menyulitkan kerja dari Keasistenan untuk menyelesaikan laporan dengan 

cepat dan nyaman. 



B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan di 

atas yaitu sebagai berikut: 

1. Mengingat peranan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sangat 

penting seharusnya menjadi lembaga pengawasan yang lebih jeli dan kuat 

terhadap instansi pemerintahan yang gemar melakukan maladministrasi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tak hanya itu sudah 

seharusnya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan 

pemeriksaan mandiri terhadap instansi pemerintahan yang bertugas sebagai 

pelayan publik dengan tidak lagi menunggu masyarakat menyampaikan 

keluh kesahnya terlebih dahulu kepada Ombudsman RI Perwakilan 

Sumatera Barat. 

2. Melakukan penambahan SDM guna peningkatan kinerja yang lebih optimal 

untuk menyelesaikan laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Barat. 

3. Memperkuat jaringan dan jalinan kerjasama dengan pihak atau instansi yang 

telah melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera 

Barat, baik lembaga atau instansi internal maupun eksternal. 
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